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Menimbang

Mengingat

.oa.

—

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, transparan,
dan akuntabel, diperlukan adanya Maklumat Pelayanan sebagai
bentuk komitmen RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa
Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan
dan kewajiban RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa
Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta memberikan
pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
masyarakat;

bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
telah menetapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/11465/IV/2024 tentang
Maklumat Pelayanan di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

bahwa sehubungan dengan perkembangan penyelenggaraan
pelayanan publik dan dalam rangka memastikan kesesuaian
Maklumat Pelayanan dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan
saat ini, perlu dilakukan reviu terhadap Maklumat Pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dan menetapkan kembali
Maklumat Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi
Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, ¢ dan d, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Direktur tentang Maklumat Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438/ MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011
tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2015 tentang
Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 857);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kode
Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1291);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta
Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud)
dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 586);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang
Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1289);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang
Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1389);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil,
Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2021 tentang
Pedoman Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired
Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksuals
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 829);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022 tentang
Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik
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Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit,
Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun
2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1309);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan
Tahun 2025-2029;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional
Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian
Rumah Sakit Pendidikan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi
Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah
Sakit;

Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor
HK.02.02/1/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi
Rumah Sakit;

Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor
HK.02.02/1/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi
Rumah Sakit;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 169);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46 A);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan
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Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2026 Nomor 3);

46. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/507 Tahun
2025 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Prof.
Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

: Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa

Tengah Nomor 400.7/03838a/1V/2026 tentang Maklumat Pelayanan
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

: Maklumat Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa

Tengah yaitu:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup dan berjanji melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan memberikan
pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara
terus menerus. Kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan.”

: Maklumat Pelayanan ditempatkan dan dipublikasikan pada:

a. Ruang pelayanan;

b. Laman/ website resmi rumah sakit;

c. Media sosial resmi rumah sakit, dan

d. Ruang publik.

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
Nomor 445/11465/1V/2024 tentang Maklumat Pelayanan di
Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini
dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa
Tengah;

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 1 April 2026
DIREKTUR

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
RROVINSI JAWA TENGAH




